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ABSTRAK :  Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi UU. 

 

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4884);  UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 

Tahun 2007; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; Peraturan KPU 

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan 

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU 



Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 

2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 diatur tentang :  

 

Ketentuan Pasal 7 diubah; setelah BAB II ditambahkan 1 (satu) bab, yakni 

BAB III, Ketentuan Peralihan.  

 

CATATAN :  - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

- Ditetapkan tanggal 7 September 2016. 

- Diundangkan tanggal 7 September 2016. 

- Lampiran 6 Halaman. 

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 terkait dengan 

Ketentuan Pasal 7 diubah; setelah BAB II ditambahkan 1 (satu) bab, yakni 

BAB III, Ketentuan Peralihan. 

 

 
 


